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ABSTRAK

Nama : Nova Risdayanti

NIM : 160105089

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi  : Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat ( RGM )
Menurut Tinjauan Figh Siyasah ( Studi Kasus Di
Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten
Aceh Tengah ).

Tanggal Sidang : 7 Juli 2020

Tebal Skripsi : 69 Halaman

Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag.

Kata kunci : Rayat Genap Mufakat dan Implementasi

RGM (Rayat Genap Mufakat) merupakan salah satu unsur
penyelenggara pemerintahan kampung. RGM (Rayat Genap Mufakat)
mempunyai 4 Fungsi namun belum jelas implementasi fungsi tersebut di
lapangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah Mengetahui implementasi
fungsi Rayat Genap Mufakat (RGM), Mengetahui hambatan bagi RGM
dalam pelaksanaan fungsinya, dan Tinjauan Figh Siyasah terhadap
imlementasi fungsi RGM. Jenis penelitian ini adalah field research
menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara dan Studi Dokumentasi.
Ditemukan (1) RGM (Rayat Genap Mufakat) Memiliki 4 (empat) fungsi
yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Penganggaran, Fungsi Pengawasan dan
Fungsi Penyelesaian sengketa, Dari keempatnya yang dijalankan hanya 1
yaitu fungsi penyelesaian sengketa yang mana fungsi tersebut juga
belum maksimal pelaksanaannya (2) Faktor utama penghambat
Implementasi Fungsi RGM yaitu Kurangnya kerjasama dan transparasi
serta koordinasi antar pemerintahan dengan pemerintah Desa (3)
Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Rayat Genap
Mufakat (RGM) belum berjalan sesuai dengan figh siyasah. Karena
Rayat Genap Mufakat (RGM) belum melaksanakan Fungsinya sesuai
dengan prinsip dasar kepemimpinan yaitu amanah, Seharusnya
implementasi fungsi RGM dijjalankan dengan tiga dasar untuk
menyelenggarakan pemerintahan yaitu keadilan pemerintah, ketaatan
rakyat, musyawarah antara pemerintah dengan rakyat.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

1. Konsonan

Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf Huruf Latin Huruf Huruf
Arab Nama Nama %edn Nama Latin Nama
tidak tidak te (dengan
| Alif dilambangkan . 0 ta’ t titik di
dilambangkan
bawah)
zet
=> | , , (dengan
Ba B Be 2 Za Z titik di
o bawah)
koma
Ta’ T Te C ‘ain ; terbalik (di
o atas)
&’ § es (dengan ; Gai G
8 ) ) T am | e
T Jim J Je s Fa’ f Ef
L, A ha (dengan titik . n .
C | Ha L AT 2 Emm—astl 4 Ki
T Kha’ Kh ka dan ha 4 Kaf k Ka
Dal D De J Lam 1 El
k)
; 751 7 zet (ds:ngan titik ; Mim m Em
di atas)
Ra’ R Er R) Nin n En
P
B Zai zZ Zet Wau w We
2
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Sin S Es Ha’ h Ha
s °
o Sy Sy es dan ye Hamzah ‘ Apostrof
o _ es (dengan titik _,
sad 3 di bawah) v | Ya y | Ye
. . _ < de (dengan titik
v | Dad b di bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- fathah a a
- kasrah i i
2 dammah u u
2)Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf; yaitu:

C
ontoh: Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
LA fathah dan ya’ Ai a dan i
P o ¢ fathah dan wau Au adanu
.S aba
J - fa‘ala
e - zukira
*:'“’ - yazhabu
J“‘ - su’ila
s - kaifa
& - Haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
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Harakat dan

J6
5
=

e

4. Ta’ marbutah

- qala

- rama

- qila

- Yagqiilu

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

1. Ta’ marbutah hidup ta’ marbutah yang hidup atau mendapat harakat

Nama Huruf dan Tanda Nama
huruf
) fathah dan alif atau _ a dan garis di atas
s yd ’ a
s kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas
. dammah dan wau _ u dan garis di atas
. [l
Contoh:

fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t’.
2. Ta’marbutah mati

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah ‘h’.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ¢a@ 'marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Y

Q\ALY\ Loy,

e

Catatan:

Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya

P

.;"/J‘Li

Contoh:

raudah al-atfal
Raudatul atfal

al-Madinahal-Munawwarah

talhah

ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan sebagian besar
penduduknya berada di pedesaan maka untuk mencapai tujuan negara bukanlah
hal yang sederhana, Kampung/desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan
Republik Indonesia.® kampung merupakan wilayah yang penduduknya saling
mengenal, hidup bergotong royong, adat istiadat yang sama dan mempunyai tata
cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.?Pada Undang — Undang
Nomor 22 Tahun 1999 pada pasal 1 huruf n menyatakan bahwasanya kelurahan
atau desa sebagai perangkat daerah kabupaten dan/ atau daerah kota dibawah
Kecamatan.?

Dalam UU Nomor 6 Tentang Desa, adanya Pemerintah desa memiliki
tujuan meningkatakan kesejahteraan rakyatnya seperti halnya dalam segi
Pembangunan, karena pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja
pemerintah Desa. Pada pasal 117 disebutkan bahwasanya penyelenggaraan
pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikannya dengan ketentuan
dalam Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh yang tertuang dalam Pasal 115, 116, dan 117 yang mengatur

! Widjaja. haw. 2002, Pemerintahan Desa/Marga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,
hal. 65

2 Ibid., him. 153

* Widjaja. haw. 2001, Pemerintahan Desa / Marga berdasarkan Undang — Undang
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta hal 3
4 Undang — undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal 63
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tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.® Pada Pasal 115 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan
bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk Kampung atau dengan nama
lain, Kampung merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan pusat.

Desentralisasi adalah kewenangan penyerahan wewenang Pemerintahaan
kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas
daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
ikataan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses demokrasi pada tingkat pemerintahan kampung merupakan
fenomena yang sangat menarik dan strategis karena dalam konteks ini aparatur
kampung tidak secara mutlak satu-satunya agen pelaksana, tetapi ada lembaga
lain yang merupakan pelaksanana dalam penyelenggaraan pemerintahan
kampung, yaitu Rayat Genap mufakat atau dengan nama lain yang memegang
peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat kampung,Prinsip
Demokrasi yang dilakukan oleh RGM vyaitu Prinsip Musyawarah dan prinsip —
prinsip dasar kepemimpinan yaitu amanah dan adil. Pada tahun 2011,
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, telah mengeluarkan Qanun Nomor
4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung. Adapun dasar pertimbangan
menerbitkan ganun ini, bahwa kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan lainnya
adalah bahwa pengakuan khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat membutuhkan pengaturan yang jelas tentang tugas, fungsi

> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh



dan wewenang pemerintahan kampung sebagaimana diatur dalam pasal 117
Undang - Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.®

Dalam Pasal 12 Pemerintahan kampung mempunyai tugas
menyelenggarakan pemerintahan secara otonom dengan melaksanakan
pembangunan, melestarikan adat istiadat, memanfaatkan sumber daya alam,
membina kerukunan,untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam serta memelihara kehormatan
wilayah dan warganya. ’

Rayat Genap Mufakat yang selanjutnya disingkat RGM adalah unsur
Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah, di kampung setempat
yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat, pemuda dan pemudi,
pembuka adat, dan cendikiawan yang ada.® Unsur Sarak Opat yang lain yaitu
Reje, imem dan Petua. Adanya Unsur Sarak Opat tersebut bertujuan untuk
menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampungnya. RGM (Rayat
Genap Mufakat) pada mulanya merupakan BPK (Badan Penasehat Kampung),
namun setelah dikeluarkannya Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun
2011, BPK diganti menjadi RGM (Rayat Genap Mufakat). dalam UU
Pemerintahan Daerah UU No 22 tahun 1999 maupun UU No 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, tidak tercantum tujuan pengaturan desa, karena
merupakan sistem pemerintahan terendah dalam suatu negara.®

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kampung juga memiliki
pemerintahannya tersendiri, sama halnya Kampung Despot Linge, dimana di

Kampung Despot Linge memiliki organisasi yang bernama RGM (Rayat Genap

® Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung hal 1

7 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung hal 8

8Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung hal 5.

9Yusnaini Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, dalam Fiat Justisia
Jurnal llImuHukum, Vol. 8, No. 3, Juli — September 2014



Mufakat). Pada Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Kampung,’® Rayat Genap mufakat (RGM) sebagai lembaga
legislasi yang berada ditingkat kampung dan diatur dalam Qanun Kabupaten
Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 ayat ( 1 ) fungsi Rayat Genap
Mufakat diantaranya yaitu :

1. Fungsi Legislasi

2. Fungsi Penganggaran

3. Fungsi Pengawasan

4. Fungsi Penyelesaian Sengketa.

Rayat Genap mufakat (RGM) berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara kampung,** dalam sistem otonomi daerah semakin memiliki
kedudukan yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif.
Seharusnya Rayat Genab mupakat (RGM) dapat melaksanakan fungsinya sesuai
yaitu membentuk Peraturan-peraturan (Qanun Kampung) yang menjadi landasan
hukum bagi pemerintahan dalam menjalankan fungsi, dilihat dari Qanun
Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 pada pasal 18 ayat 1 bahwa
mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kampung ditetapkan
dengan Qanun kampung, tetapi pada faktanya dapat dikatakan bahwa RGM
(Rayat Genap Mufakat) di Kampung Despot Linge tidak menjalankan fungsi

nya sesuai apa yang sudah ditetapkan.

%Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung hal 23

1 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan
Kampung,hlm 22

12 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan
Kampung, him 21



Menurut A .Hasjmy, ada tiga dasar untuk menyelenggarakan
pemerintahan, yaitu keadilan pemerintah,ketaatan rakyat,musyawarah antara
pemerintah dengan rakyat.*

Disebabkan dari permasalahan yang ada pada RGM (Rakyat Genap
Mufakat) di kampung Despot Linge ,Oleh karena itu peneliti tertarik untuk
mengambil judul “Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat ( RGM )
Menurut Tinjauan Figh Siyasah ( Studi Kasus Di Kampung Despot Linge
Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah )”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan
masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat di Kampung

Despot Linge ?

2. Apakah yang menjadi hambatan Rayat Genap Mufakat dalam

Pelaksanaan Fungsinya di Kampung Despot Linge ?

3. Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah terhadap implementasi fungsi Rayat

Genap Mufakat di Kampung Despot Linge?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini sesuai dengan
apa yang menjadi Rumusan Masalah maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Bagaimana Implementasi Fungsi Rayat Genap Mufakat

(RGM ) di Kampung Despot Linge

2. Mengetahui hambatan Rayat Genap Mufakat dalam pelaksanaan
fungsinya di Kampung Despot Linge
3. Mengetahui Bagaimana Tinjauan Figh Siyasah terhadap implementasi

fungsi Rayat Genap Mufakat ( RGM ) di Kampung Despot Linge.

13 A. Hasjmy, DiMana Letaknya Negara Islam, Surabaya: Bina llmu,1984, him83-84



D. Kajian Pustaka
Seperti halnya ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul
Skripsi yang penulis teliti, adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan
yang berkaitan antara lain yaitu :

Pertama, Penelitian pada tahun 2018 yang ditulis oleh Nurul Hasanah
mahasiswa Uin Ar- Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan
Menejemen Dakwah yang berjudul * Peran RGM (Rakyat Genap Mufakat)
Terhadap Pembangunan Masjid di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge
Kabupaten Aceh Tengah” yang mana rumusan masalahnya adalah Bagaimana
peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) dalam pembangunan masjid di Kampung
Pantan Reduk Kecamatan Linge ? penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
peran RGM (Rakyat Genap Mufakat) di kampung pantan reduk terhadap
pembangunan masjid di Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh
Tengah

Kedua, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Syiah Kuala yang ditulis
oleh Andri Kurniawan pada tahun 2010 yang berjudul “"Tugas Dan Fungsi
Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan
Qanun No 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong" yang mana rumusan
masalahnya adalah bagaimana tugas dan fungsi Keuchik, Tuha Peuet dalam
penyelenggaraan pemerintahah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
Tugas dan Fungsi Tuha Peuet gampong ditegaskan pasal 34 ayat (1) Qanun
kabupaten Aceh Besar Nomor 8 tahun 2004, diantaranya : melaksanakan fungsi
legislasi, fungsi anggaran, Fungsi pengawasan, dan menyalurkan aspirasi rakyat.
Keuchik dan Tuha peuet memiliki keterkaitan yang lebih erat dalam

menjalankan roda pemerintahan gampong, akan tetapi peranan Geuchik lebih

14 Nurul Hasanah, SKRIPSI : Peran RGM (Rayat Genap Mupakat) Terhadap
Pembangunan Masjid Di Kampung Pantan Reduk Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah,
Banda Aceh, Uin Ar-raniry, 2018



dominan karena kebijakan dan keputusan yang langsung diputuskan tanpa
meminta persetujuan dari tuha peuet. Selain itu gampong yang belum
membentuk Reusam yang merupakan peraturan yang harus dibuat oleh geuchik
tetapi harus dengan persetujuan tuha peuet. Keuchik dan tuha peuet memiliki
kedudukan dalam penyelenggaraan gampong, tetapi masih ada saja factor yang
menjadi penyebab tidak berjalannya lembaga gampong vyaitu kurangnya
sosialisasi dari Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Gampong, pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kecamatan
dan untuk menjalankan pemerintahan maka dilakukan sosialisasi lanjutan
menyangkut penyelenggaraan pemerintahan.®

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Stevanly Paulus Pade mahasiswa
jurusan llmu Pemerintahan FISIP UNSRAT pada tahun 2015 yang berjudul
Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa
Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, yang rumusan
masalahnya adalah Sejauh mana peningkatan kualitas aparat pemerintah desa
akan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa Lantung. Yang
tujuannya untuk Mengetahui kualitas aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan
pembangunan di desa Lantung Kecamatan Wori®

Keempat, Penelitian yang ditulis pada tahun 2010 oleh Darmawan Dosen
Tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh yang

berjudul " Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo yang rumusan
masalahnya yaitu bagaimana peranan sarak opat dalam masyarakat gayo dan
dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Sarak Opat merupakan

sistem pemerintahan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu Reje yang

15 Andri Kurniawan, Jurnal Dinamika Hukum : Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha
Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada
Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun No 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong,
( Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 10 No. 3 September 2010

16 Stevanly Paulus Pade, SKRIPSI : Pentingnya Kualitas Aparat Pemerintah Desa
Dalam Pembangunan Di Desa Lantung Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, ( FISIP
UNSRAT Jurusan llmu Pemerintahan : 2015 )



harus “musuket sipet”, menjadi kepala masyarakat hukum adat, mempunyai
peranan yang sangat penting dalam menata kehidupan masyarakat. Imem yang
disebut “muperlusunet”,  berkewajiban menegakan norma-norma agama
(Islam).Petue dalam melakukan perannya, harusselalu “musidiksasat”, dimana
mereka harus senantiasa mengamati, menyelidiki dan bahkan mengetahui semua
keadaan dan perkembangan yang terjadi dalam belahnya.Terakhir sekali adalah
Peranan “rakyat” bersifat “genap mupakat”. Peranan ini dilakukan dalam
melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat
kepundak setiap anggota “belah”, diantaranya menilai jalannya pemerintahan
dan kehidupan kemasyarakatan. Masing-masing unsur ini mempunyai peran
dalam pemerintahan sesuai dengan fungsinya. Di samping itu, ada juga lembaga
yang bersifat kedinasan, yaitu unsur pelaksana sejenis dinas yang melaksanaka n
tugas tehnis sehari-hari, yaitu Kejurun Blang, PenguluUten, PenguluUwer,
PawangLut, PawangDeret, Biden (Bidan) danHarie. Lembaga Sarak Opat
sebagai lembaga pemerintahan tradisional adat, masih berperan dalam
menyelenggarakan urusan anggota masyarakat di kampung-kampung,
sungguhpun tanpa disadari oleh para perangkat kampung tersebut, oleh karena
terjadi kekaburan pengetahuan mereka, anggota masyarakat dan bahkan para
pejabat di Kabupaten tentang sistem pemerintahan lembaga Sarak Opat tersebut,
sehingga terkendala keinginan untuk kembali memberdayakan lembaga Sarak
Opat tersebut.’

Kelima, Kanun Jurnal ilmu hukum tahun 2012 yang ditulis oleh Sulaiman,
dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang berjudul
Pembentukan Reusam Gampong Di Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie
Jaya, penelitian ini diteliti dengan beberapa masalah yang dirumuskan: (1)
bagaimana mekanisme penyusunan Reusam Gampong di Kecamatan Panteraja?

(2) apa saja materi yang dimuat dalam Reusam Gampong tersebut?

17 Darmawan, Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo, ( Dosen Tetap Fakultas
Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh : April 2010 )



(3) Bagaimana perkembangan pembentukan Reusam Gampong pada era
otonomi Khusus? yang tujuang penelitian ini dilakukan adalah untuk menjawab
permasalahan: (1) menjawab dan menjelaskan bagaimana mekanisme
penyusunan Reusam Gampong di Kecamatan Panteraja; (2) merincikan apa saja
materi yang dimuat dalam Reusam Gampong tersebut; (3) mendeskripsikan dan
menjelaskan bagaimana perkembangan pembentukan Reusam Gampong pada
era otonomi Khusus.*8

Keenam, Skripsi yang ditulis pada tahun 2015 oleh Melisa Rosali
Tumangkeng, Mahasiswa llmu Pemerintahan FISIP UNSRAT yang berjudul
Profesionalisme Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa
Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minihasa, yang rumusan
masalahnya adalah mengapa aparatur desa dalam melaksanakan pemerintahan
belum profesional ?, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalisme
aparatur desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan penelitian ini
menunjukkan bahwa Aparatur Pemerintahan Desa Wolaang belum profesional
dalam pelaksanaan pemerintahan karena belum sesuai dengan tujuan yaitu untuk
kesejahteraan masyarakat. Dapat dilihat dengan kurang kreatifnya aparatur desa,
kurangnya pengaruh kepemimpinan dan kurangnya pemahaman dari beberapa
aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemerintah desa.*®

E. Penjelasan Istilah

Berikut adalah istilah — istilah yang perlu dijelaskan :
. Implementasi
Menurut Van Meter dan Van Horn, Implementasi ialah pelaksanaan

tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta

8 Sulaiman, Kanun Jurnal llmu Hukum : Pembentukan Reusam Gampong Di
kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, ( Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda
Aceh: Desember 2012)

19 Melisa Rosali Tumangkeng, Skripsi : Profesionalisme Aparatur Desa Dalam
Pelaksanaan Pemerintahan Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten
Minihasa, ( Mahasiswa Jurusan llmu Pemerintahan FISIP UNSRAT: 2015)
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dengan tujuan untuk menggapai cita — cita yang telah digariskan dalam
keputusan tertentu.?® Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi
adalah Pelaksanaan atau penerapan.
Fungsi
Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu
sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing — masing
berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat dan pelaksanaannya.
3. RGM
RGM merupakan singkatan dari Rayat Genab Mupakat, RGM adalah
unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat
setempat. RGM berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
kampung.?
4.Figh Siyasah
Kata siyasah secara etimologis merupakan bentuk sasa, yasusuyang
artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.*
Disamping itu kata siyasah juga berarti politik dan penertapan suatu bentuk
kebijakan.?*secara terminologis menurut lbnu Mansur siyasah berarti mengatur
sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Oleh karena itu dapat
disimpulkan Figh Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur
hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara untuk mencapai kemaslahatan

dan mencegah kemudharatan.

2https://alihamdan.id/implementasi/

21 Nining Haslinda Zainal, Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan
kompetensi pegawai pada Sekretariat Pemetintah Kota Makasar, ( Makasar : 2008 ), him 22

22Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung hal 4

23 Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 3. t.t. him. 192

24 |bid, 192
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F. Metode Penelitian
Dalam setiap penelitian memerlukan data — data yang lengkap dan
objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian
yang sedang diteliti untuk mencapai keberhasilan suatu karya ilmiah.
Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam
pengumpulan data yang dibutuhkan.
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian Lapangan ini biasa dikenal dengan penelitian Empiris yang
dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan — kenyataan yang terjadi melihat
dan meneliti bagaimana bekerjanya Hukum dalam masyarakat*.yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif yang bersifat komparatif,
Komparatif ini adalah sejenis penelitian secara deskriptif, yaitu bertujuan
memperoleh gambaran secara jelas, rinci dan sistematis®®.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan (field research).
Field research adalah pencarian data dilapangan karena penelitian yang
dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan kenyataan
dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks
dan dokumen-dokumen tertulis atau terekam. Jenis penelitian lapangan
merupakan penelitian non — doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai
pranata rill dikaitkan dengan variabel — variabel sosial yang lain?’.
Dalam penulisan ini penulis langsung terjun kelokasi penelitian guna
mendapatkan berbagai macam data primer, terutama perihal Fungsi RGM
(Rakyat Genap Mufakat), akan tetapi untuk mendukung penelitian, peneliti

menggunakan kajian pustaka (library research) yaitu penelitian mencari data

25 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum, hal, 121

%6 http//Penelitian Komparatif Lestary’Note.htm, diakses pada 16 Juli 2014

27 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ( Jakarta:
Rajawali Press, 2006 ) hal, 133
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yang diperlukan dengan menelaah teks, membaca buku, membaca undang-
undang, jurnal, naskah, menganalisis gambar, dan bahan lainnya yang berkaitan
dengan masalah dalam penelitian ini sebagai data sekunder.
Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kampung
Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah, Jalan Isaq — Jagong
Kode Pos 24563. Peneliti tertarik meneliti di kampung Despot Linge karena di
Kampung Despot Linge belum memiliki peraturan kampung sendiri, masih
berpatokan dengan peraturan Kabupaten maupun Provinsi dan Konstitusi RI,
Objek penelitian ini adalah fungsi RGM (Rakyat Genap Mufakat) dalam
Pembentukan Qanun Kampung Despot Linge.

. Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang
berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian tidak semua informasi
atau keterangan merupakan data penelitian. Data hanyalah sebagian saja dari

informasi, yakni hal - hal yang berkaitan dengan penelitian.?®

Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bisa memberi informasi
kepada pertanyaan penelitian yang berkontribusi secara langsung.

Data primer juga dapat disebut dengan data yang asli atau baru yang
memiliki sifat up to date.*?Penulis melakukan observasi sendiri dilapangan dan
melakukan wawancara dengan pihak terkait. Dalam hal ini peneliti
mewawancarai Bapak Reje Kampung Despot Linge, Sekertaris Kampung

Despot Linge, Ketua RGM (Rakyat Genap Mufakat) dan Masyarakat Kampung

28 Muhammad Idrus, metodelogi penelitian ilmu sosial..., hal. 61
29 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, ( Surabaya : Erlangga, 2001 ), hal. 128
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Despot Linge. Dalam penelitian ini peneliti mengobservasi langsung Kampung
Despot Linge.

. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak berkontribusi
langsung. Penulis mengumpulkan data yang tersusun dalam bentuk dokumen
dokumen berupa profil desa, buku buku, dan lain lain.Hal ini penulis lakukan
guna memudahkan analisis dan pelaksanaan pembahasan (process) suatu riset
secara benar untuk menentukan kesimpulan, memperoleh jawaban (output) dan
sebagai upaya memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh penulis.*® Data
sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Yaitu :

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan — bahan yang mengikat berupa Undang —
undang, yakni Undang — undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan
Aceh, dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Kampung

Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan - bahan hukum yang memberikan
penjelasan bahan — bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan
berupa literature — literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan bahan hukum primer dan sekunde yang berkaitan dengan penelitian
ini diantaramya adalah surat kabar, internet, dan Kamus Besar Bahasa
Indonesia.

. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk
memperoleh data dalam suatu penelitian.?*

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Field Research, untuk memperoleh data yang valid. Penelitian lapangan yaitu

30 Rosadi Sultan, Mode Penelitian Public...,hal. 27
31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta, Aneka Cipta,
2002), hal. 133
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sebuah metode untuk mengumpulkan data kualitatif dan peneliti berangkat ke
“lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena.?* untuk
mendapatkan data dari lapangan maka peneliti menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data yaitu sebagai berikut:
Observasi ialah penelitian yang dilakukan dengan pengamatan dan pengindraan.
. Wawancara ialah teknik pengumpuklan data dengan cara mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber atau informn terkait,dan
Studi Dokumentasi yaitu mengkaji dokumen — dokumen terkait topik
penelitian.
Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data dapat diketahui lewat uji :
Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya
Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau di transfer kepada konteks
lain
Dependabilitas, yaitu keterulangan
Komfirmabilitas, artinya bisa di komfirmasikan orang lain
. Teknik Mengelola Data

Setelah semua data terkumpul, semua dapat diolah melalui tahap — tahap
berikut :
Seleksi data yaitu memeriksa data untuk memenuhi kesesuaian data yang
dibutuhkan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini
Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang sesuai dengan permasalahan

yang disusun sehingga diperoleh data yang benar — benar diperlukan

32 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
2010), hal. 26

33 Imron Arifin, Penelitian Kualitatif, (Bandung: Kalimasahada Presss, 1996), hal.10



15

c. Penyusunan data yaitu menetapkan data sesuai dengan bidang pembahasan dan
disusun secara sistematis sesuai denga konsep, tujuan, dan permasalahan,
sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalah yang telah disusun.

8. Teknik Analisa Data

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah
menganalisis. Miles Mengungkapkan model analisis data yang disebutnya
sebagai model interaktif.**Untuk mengelola data kualitatif yang berkenaan
dengan fungsi RGM (Rakyat Genap Mufakat) di Kampung Despot Linge
Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

Peneliti mengelola data berdasarkan kepada beberapa langkah yang
saling terkait, langkah-langkah yang digunakan yaitu :

a. Reduksi Data

Yaitu dimana data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan ke
dalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi
RGM (Rakyat GenapMufakat) Kampung Despot
LingeKecamatanLingeKabupaten Aceh Tengah.

b. Penyajian Data

Yaitu dapat bentuk tulisan atau kata — kata, gambar, grafik, dan table.
Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat
menggambarkan kejadian yang terjadi.

c. Menarik Keimpulan atau verifikasi®®

Yaitu dilakukan selama proses penelitian berlangsung sepertihalnya
proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai, maka selanjutnya
diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka

diambil kesimpulan akhir.

3% Muhammad Idrus, Metodologi Penelitian IImu Sosial : Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif, ( Yogyakarta : Erlangga, 2009) , hal. 147

%5 Khairuddin, dkk, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, ( Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2008),hal. 41
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Hasil penjelasan diatas menunjukkan tentang pedoman untuk
pengelolaan data sehubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, dimana proses
pengumpulan data dilapangan menggunakan teknis observasi dan wawancara
untuk mencari informasi secara mendalam. Setelah data data terkumpul, maka
penulis menganalisi dengan menyimpulkan sehingga diperoleh jawaban dari
permasalahan.

Pedoman Penulisan
Skripsi ini ditulis berdasarkan referensi berikut :
Al-Qur'an dan terjemahannya
Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari‘ah dan hukum Revisi 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia

. Sistematika Pembahasan

Dalam laporan ini penulis menyusun sebuah sistematika penulisan
laporan yang terdiri dari :

BAB 1 yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Rumusan
Masalah, Tujuan Penelitian,Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode
Penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB Il menguraikan landasan teoritik yang mengulas apa yang ada di
dalam kajian pustaka dalam BAB | yang kemudian dijabarkan ke dalam tinjauan
yang mendukung judul, dan mendasar pembahasan secara detail.

BAB Il membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari Gambaran
umum Rayat Genap Mupakat, Fungsi Rayat Genap Mufakat, implementasi
Rayat Genap Mupakat, Hambatan dan peluang implementasi fungsi RGM di
Kampung Despot Linge dan Tinjauan figh siyasah terhadap implementasi Rayat
Genap Mupakat di Kampung Despot Linge.

BAB 1V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab

ini akan ditampilkan kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi
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berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum
kedepanya, terutama perkembangan hukum dalam hukum ketatanegaraan.



BAB DUA
LANDASAN TEORI MENGENAI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
KAMPUNG

A. Implementasi Kebijakan
1. Deskripsi Teori

Implementasi menurut bahasa adalah pelaksanaan atau penerapan.
Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau inovasi
dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa
perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam oxford
advance learners dictionary dikemukakan bahwa implementasi adalah “put
something into effect”, (penerapan sesuatu yang memberikan dampak atau
efek).?”

Menurut Van Meter dan Van Horn ( Arif Rohman,2009: 134),
implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang
dilakukan pleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn mengawali gagasan teorinya

tentang implementasi dengan menyampaikan enam variabel, yang meliputi :

a. Standar dan tujuan kebijakan

b. Sumber daya

c. Komunikasi

d. Interorganisasi dan aktivitas pengukuhan

e. Karakteristik agen pelaksana

f. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana

36 Departemen Pendidikan Nasional, Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia,(Bandung:
Mizan, 2009), hal. 246

37 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 93

18
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Al Mawardi merupakan tokoh pemikir politik islam dan sangat
berpengaruh dalam pemerintahan. Dalam salah satu bukunya Al Ahkam Al —
Sultaniyah mendasarkan pada teori kontrak sosial yaitu manusia meruapakan
mahkluk sosial yang memerlukan orang untuk memenuhi tujuan kehidupannya,
kemudian adanya perbedaan kebutuhan mendorong manusia untuk saling
kerjasama.adanya teori kontrak sosial yang dikemukakan Al Mawardi yaitu
adanya hubungan yang erat antara pemimpin dan rakyat dalam implementasinya
diindonesia sesuai dengan sistem politik di indonesia yaitu demokrasi.=®

M. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi mencakup tugas —
tugas membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat
direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintahan.>®
Implementasi Kebijakan

implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dariproses kebijakan,
Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan
pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik
selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.

Grindle menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya tidak
hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik kedalam prosedur
rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu
siapa memperoleh suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan
sesuatu yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting dari pada

pembuatan kebijakan.

38 Ratu Hilailiyah, dkk, Figh Siyasah Tokoh — tokoh Politik Islam Kontemporer, (
Ciputat, 2009)

39 Rusdiana, dkk, Kebijakan Pendidikan dari Filosofi Ke Implementasi, ( Bandung :
CV Pustaka Setia, 2015 ), hal 132.

4 Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi
Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1
Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hal 117.
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Menurut Van Meter dan Van Horn, implemmentasi kebijakan
dimaksudkan sebagai  keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh
individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada
pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu tindakan — tindakan
yang merupakn usaha sesaat untuk menstransformasikan urusan ke dalam istilah
operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan
kecil yang diamanatkan oleh keputusan — keputusan kebijakan.**

Menurut James E. Anderson, Implementasi kebijakan mencakup Empat
aspek yaitu :

a. Personel yang terlibat dalam implementasi kebijakan

b. Esensi proses administratif

c. Kepatuhan terhadap kebijakan

d. Pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan.*?

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah
kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy
output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran
(target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.*

3. Faktor — faktor yang mempengaruhi Implementasi

Secara teoritis Khususnya menurut teori George C. Edwards Ill (dalam
Agustino), the are for critical factor to policy implementation they are:
“communication, resources, disposition, and bureauratic
structure”.**Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi

oleh dua variabel besar, yakni: Variabel isi kebijakan ini mencangkup :

41 Rusdiana, dkk, Kebijakan Pendidikan dari Filosifi ke Implementasi, ( Bandung : Cv
Pustaka Setia, 2015 ) hal132

“2 1bid, hal 133.

4 Purwanto dan Sulistyastuti, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi
Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hal 21

4 Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van
Horn,http//kertyawitaradya.wordpre ss, diakses 5 September 2010, hal 154.
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1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan,
2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, 3) sejauhmana perubahan
yang diinginkan dari sebuah kebijakan, 4) apakah letak sebuah program sudah
tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: 1) seberapa besar kekuasaan,
kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam
implementasi kebijakan, 2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang
berkuasa, 3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.*
B. Sistem Pemerintahan Desa / Kampung

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.*

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di  Indonesia berdasarkan
pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat disebut pemerintah
dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam
hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan
desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukan karakteristik bahwa semua
kewenangan penyelenggaran pemerintahan berada dipemerintah pusat,
sedangkan sistem desentralisasi menunjukan karakteristik yakni sebagaian
kewenangan kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban
pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah.

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi
daerah yang saat ini telah ditetapkan di Indonesian. Jika sebelumnya semua
sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah

diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan

45 Merile S. Grindle (dalam Budi Winarno). Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media
Pressindo Yogyakarta, 2002, hal 21.

46 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hal 3
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pemerintah daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang
ada.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud
pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai di  maksud
dalamUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya, dalam arti
daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur Ssemua urusan
pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang di tetapkan dalam
Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah
untuk memberi pelayanan, peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan
dengan prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani
urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas dan wewenang dan
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daearah. Dengan demikian isi
dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya,
sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan
tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk

memberdayakan darerah termasuk meningkatkan rakyat.*’

47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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Dalam figh Siyasah sebagaimana yang telah di bentuk oleh Rasulullah
SAW, yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrative untuk melayani
masyarakat dalam banyak hal.*®

Dalam pelaksanaannya, beberapa desa telah menjalakan program kerjanya
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
seperti dengan mengadakan pos pelayanan terpadu secara rutin, mengadakan
perbaikan jalan, melakukan pembuatan saluran irigasi, penataan pasar dan lain
sebagainya. Meskipun demikian, namun jika dilihat pada kenyataannya masih
ada program kerja yang belum menjawab kebutuhan masyarakat desa karena
implementasi dari berbagai kewenangan desa tersebut ternyata belum
seluruhnya efektif dijalankan seperti tidak adanya sarana sosial (klinik) atau
pusat kesehatan, serta kurangnya sosialisasi kepala Desa terhadap masyarakat
sehingga kewenangan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal inilah yang
menjadi pokok permasalahan sampai saat ini.

Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintahan adalah
memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya
menghimpun sumber-sumber dana yang sah dan menyalurkan kepada yang
berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, setiap orang Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin
yang lebih baik dan segala tindakannya tanpa di dasari kepentingan pribadi atau
kepentingan golongan tertentu. Dengan demikian keadilan harus di wujudkan
oleh setiap pemimpin apa saja dan di mana saja.*

Sistem pemerintahan kampung terdiri dari unsur unsur yang berperan
penting terhadap pembangunan kampung itu sendiri. Dimana pemerintah

kampung ini terdiri dari Sarak Opat (Reje, Petue, Imem, Rakyat Genap

48 Muhammad Igbal, Figih Siyasah (Jakarta:Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam
Pendekatan 2014), hal 61 -63.

49 Skripsi : Reka Marsela, Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Figih Siyasah,
(Fakultas Syiari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018 )
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Mufakat). Di samping itu, ada juga lembaga yang bersifat kedinasan, yaitu unsur
pelaksana sejenis dinas yang melaksanakan tugas teknis sehari-hari, yaitu
Kejurun Blang, Pengulu Uten, Pengulu Uwer, Pawang Lut, Pawang Deret,
Biden (Bidan) dan Harie. Selain itu, terdapat beberapa jabatan lainnya yang
melaksanakan tugaspemerintahan sehari-hari, yaitu Bedel (Wakil atau Pembantu
Reje), Lebe (Wakil atau pembantu imem), Banta (Sekretaris atau Ajudan Reje),
dan Sekolat (Wakil atau Pembantu Petue).°

Pengertian Desa / Kampung

Kampung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kelompok
rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan
rendah.>*Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas —
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepepntingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dan
dihormati sebagai keistimewaan Aceh dalam sistem pemerintahan NKRI yang
dipimpin oleh Reje.*>2.Syarat Pembentukan kampung Adapun syarat pembentukan
kampung adalah sebagai berikut:*?
a). Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 1.000 jiwa atau 2000 kepala keluarga.
b).Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan

pembangunan

c). Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah

dalam kampung

>0 Darmawan, “Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo” Kanun, April 2010,
hal. 105-106

>1 W.j.s. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka,2007), hal. 870

32 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung, hal 4.

>3 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung, hal 18
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d). Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan bermasyarakat sesuai adat
istiadat setempat
e). Memiliki potensi kampung
f). Batas kampung yang dinyatakan dalam bentuk batas alam atau batas buatan
yang tidak berubah, dengan persetujuan dari kampung tetangga dalam bentuk
peta batas kampung
g). Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik
h). Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan kampung.
2). Tata cara pembentukan kampung yaitu
Untuk membentuk suatu kampung, tentulah memiliki tata cara
pembentukannya, Adapun tata cara pembentukan kampung adalah sebagai
berikut :>*
Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat atau pemerintah kabupaten dengan
memperhatikan asal-usul kampung dan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat.
Pembentukan kampung dapat berupa penggabungan beberapa kampung, atau
bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi
dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung diluar kampung yang telah
ada. Pembentukan kampung dapat dilakukan setelah mencapai usia

penyelenggaraan pemerintahan kampung paling kurang 5 (lima) tahun.

c) Dalam pembentukan kampung harus menyebutkan nama, luas wilayah, jumlah

penduduk, batas kampung dan jumlah dusun minimal 2 (dua) dusun yang telah
dibentuk.

d) Pemberian nama kampung disesuaikan dengan sejarah dan adat Istiadat setempat.

3) Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa masyarakat
Adapun tata cara pembentukan kampung atas prakasa masyarakat adalah

sebagai berikut :*

>4 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung, hal 18.
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a) Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk kampung

b) Masyarakat mengajukan usul pembentukan kampung kepada ~ RGM (Rakyat
Genap Mufakat) dan reje

c) RGM (Rakyat Genap Mufakat) mengadakan rapat bersama reje untuk membahas
usul masyarakat tentang pembentukan kampung dan kesepakatan rapat
dituangkan dalam berita acara hasil rapat.
4) Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa pemerintah kabupaten
Adapun Tata cara pembentukan kampung atas prakarsa pemerintah kabupaten
adalah sebagai berikut.>®

a) Berdasarkan evaluasi tim kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan
kampung dinyatakan bahwa suatu kampung atau bagian dari wilayah beberapa
kampung layak dibentuk kampung baru

b) Bupati mengajukan rancangan ganun tentang pembentukan kampung
5) Fungsi kampung

Sebagaimana kita ketahui bahwa, jika didirikan suatu kampug otomatis

memiliki fungsi oleh karena itu adapun fungsi kampung ialah: >

a) Menyelenggarakan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi, asas
desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind)
serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di kampung

b) Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan
berdemokrasi secara berkeadilan di kampung

c) Peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam

d) Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial
budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak-hak dasar

masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat

35 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang
Pemerintahan Kampung, hal 7.
*6 Ibid, hal 7

>7 Ibid, hal 9
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e) Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
f) Pelestarian adat dan adat istiadat di kampong
6) Wewenang kampung
Adapun wewenang kampung adalah sebagai berikut : *8
a) Merancang kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul kampung dan
ketentuan adat dan adat istiadat
b) Kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kampung
c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten

d) Kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang
diserahkan kepada kampong.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum Publik maupun hukum
perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntun
dan menurut di Pengadilan.®®

2. Pemerintahan Desa / Kampung
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.®°
Dalam kerajaan tradisional, desa merupakan basis kehidupan negara. Tata

pemerintahan desa — desa di Indonesia yang bersifat agraris itu pada umumnya

sangat utilistik, yaitu bahwa setiap keperluan desa dapat dicukupi dengan dana
dan tenaga yang ada di dalam masyarakat sendiri, dengan cara iuran uang atau

barang ataupun bekerjasama melaksanakannya. Dalam bekerja sama tersebut

*8 |bid, hal 9

39 Marsono, Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri, ( Jakarta : CV Eka Jaya, 2005 ), hal
535.

60 Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, hal 2
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ada kalanya dibarengi dengan nyanyian bersama untuk menyerempakkan gerak,
sehingga menimbulkan kesan bekerja sambil bermain.

Dalam penjelasan butir 11 pasal 18 UUD 1945 , diterangkan bahwa dalam
territoir Negara Indonesia terdapat Volksgemeens chappen, seperti desa di Jawa
dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan
sebagainya. Daerah — daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya
dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.Ditegaskan bahwa negara
indonesia menghormati kedudukan daerah - daerah tersebut dan segala
peraturan Negara yang mengenai Desa dan daerah yang setingkat itu, akan
mengingat hak — hak asal — usul Desa tersebut. 5 Segala pelaksanaan aturan
peralihan Pasal 4 UUD Negara yang menyatakan bahwa sebelum Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut
UUD ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite
Nasional. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 1945 dibentuk Komite Nasional.
Karena dalam praktik para anggota Komite Nasional termasuk Komite Nasional
Desa bukan saja bertindak sebagai Badan perwakilan, akan tetapi turut serta
melakukan tugas — tugas eksekutif Pemerintah Daerah, maka kedudukan dan
tugasnya kemudia diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1945.%% Undang — undang
yang mengatur tentang pemerintahan desa masa lalu telah dicabut. Sesuai
dengan aturan peralihan dalam setiap undang — undang Pemerintah Desa, aturan
pelaksanaan yang ditetapkan berdasarkan Undang- undang pada umumnya telah
dicabut kecuali yang tidak bertentangan dengan peraturan yang baru dan secara
formal belum ditetapkan penggantinya, masih tetap berlaku.®*Pada masa Orde

Baru melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang desa, Pengaturan terhadap Desa

61 Marsono, Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri, ( Jakarta : CV Eka Jaya, 2005 ), hal
520.

62 |bid, hal 523
83 Ibid, hal 524.
® Ibid, hal 534
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dilakukan secara seragam di seluruh Indonesia.Desa tidak memiliki otonomi dan
tidak berdaya menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Namun pada
periode UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, posisi Desa sudah
dibenahi oleh pemerintah dengan mengeluarkan PP No. 76 Tahun 2001 yang
kemudian digantikan oleh PP No. 72 Tahun 2005. Dalam konteks peraturan ini
kata Desa tidak lagi seragam dalam penyebutannya sebagai konsekuensi dari
Bhineka Tunggal Ika, karena beberapa daerah tidak familiar dengan nama Desa
tapi lebih dekat dengan nilai — nilai Lokal seperti Gampong, Marga, Banjar, dan
lain sebagainya.

Pada periode UU No. 23 Tahun 2014, Pengaturan Desa sudah tidak
dilakukan, karena telah dipisahkan dan memiliki UU tersendiri yakni UU No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa.®® Pemerintahan Desa yang dijalankan Pemerintah
Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain seperti di
Kabupaten Aceh Tengah Kepala Desa disebut dengan kata Reje Kampung dan
Perangkat Desa.

Pemerintahan kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh sarak opat dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah kampung adalah reje dan perangkat kampung sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan kampung.

Penyelenggaraan pemerintahan kampung berpedoman pada asas umum
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adapun asas umum penyelengraan
pemerintahan kampung ialah asas syariat islam, asas kepastian hukum, asas

tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas tertib kepentingan umum, asas

85 Hayat, dkk, Informasi Kebijakan Publik Perspektif Makro Dan Mikro, ( Jakarta :
Prenamedia Group, 2018 ), hal 22.

6 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung, hal 4.
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keterbukaan, asas demokrasi, asas keadilan, asas keseimbangan, asas
pemberdayaan masyarakat, asas profesinalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi,
asas efektivitas. ®" untuk pemerintahan yang bersifat umum, di didalam
masyarakat Gayo dilaksanakan oleh sarak opat :
1) Reje

Reje merupakan pejabat tertinggi dikampung, dimana beliau merangkap
dalam segala hal yang bersangkutan dengan kampung. tujuan utamanya ialah
memakmurkan dan mensejahtrakan kampung. Jika adanya permasalahan yang
terjadi di suatu kampung, maka reje lah orang yang pertama harus mengetahui
permasalahan yang ada, kemudian reje akan mengkoordinir bawahannya untuk
diselesaikan bersama petinggi petinggi lainnya di kampung. Contoh seperti
terjadinya perubahan ganun, penyelsaian permasalahan pembangunan dan lain
lain. Akan tetapi reje juga memerlukan persetujuan dari pemerintahan kampung
seperti imem, petue dan RGM ( Rakyat Genap mufakat). Karena jika tidak ada
persetujuan dari ketiga unsur tersebut maka keputusan reje tidak akan berlaku.

2) Petue

Petue merupakan salah satu unsur dari sarak opat, dimana petue
berperan sebagai penasehat kampung. Jika adanya sesuatu yang terjadi
dikampung maka petue akan memberikan saran dan kritikan kepada reje,
dimana setelah adanya saran dari petue kemudian akan dilanjutkan kepada
persetujuan sarak opat. Selain dari memberikan saran,petue juga memberikan
alternatif dari permasalahan yang ada dalam masyarakat kepada reje untuk
diputuskanpenyelidikan dan penuntutan atas sengketa yang timbul dalam
masyarakat yang berkenaan dengan pelanggaran syariat islam dan adat istiadat

untuk disampaikan kepada reje sebagai bahan pertimbangan pengambilan

67 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung, hal 10
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keputusan. Petue juga harus Menjaga, memelihara dan melestarikan nilai-nilai
adat istiadat.

3) Imem

Imem kampung adalah seseorang yang memiliki tugas dalam menjalakan
pendidikan keagamaan, dimana seperti melaksanakan pengajian dikampung,
melaksanakan pelaksanaan syariat islam, menjadi imem di masjid, memimpin
kegiatan yang berhubungan dengan ibadah, menyelenggarakan seluruh kegiatan
yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran mesjid/mersah dengan
melaksanakan shalat fardhu serta perayaan hari-hari besar Islam, memberi
nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat islam kepada reje
baik diminta maupun tidak diminta. Seorang imem kampung juga memiliki
tugas untuk Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang
berkenaan dalam pelaksanaan syariat islam bersama unsur sarak opat lainnya.®°

4) Rayat Genap Mufakat (RGM)

RGM adalah salah satu unsur sarakopat dalam penyelenggaraan
pemerintahan Kampung, yang memiliki enpat fungsi dalam Qanun Kabupaten
Aceh Tengah No 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Kampung dalam pasal 58
ayat (1) yaitu fungsi legisasi, fungsi penganggaran, fungsi pengawasan, dan
fungsi penyelesaian sengketa.

. Fungsi Pemerintahan Desa / Kampung

Desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yaitu Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

68 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung, hal 90 — 91.

89 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung, hal 4
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masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 4 Tahun 2011 Tentang

Pemerintahan Kampung, pemerintahan kampung dipimpin oleh seorang Reje

dan dibantu oleh aparatur perangkat kampung yaitu sekretariat kampung,

pelaksana teknis dan perangkat kewilayahan.

1.

Reje menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan dan pembinaan adat kampong.

Sekretariat kampung berfungsi menyusun dan merumuskan kebijakan
pemerintah kampung, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
APBK, menyusun rancangan ganun APBK, rancangan keputusan Reje
tentang pelaksanaan APBK, membantu Reje dalam mengkoordinasi tugas
penghulu, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan. Memantau tugas
perangkat kampung lainnya, melakukan pembinaan administrasi, dan tugas
lainnya yang diperintahkan oleh Reje.

Pelaksana Teknis membantu reje dalam tugas dan wewenangnya, yang
termasuk dalam pelaksana Teknis yaitu Biden, Harie, Pawang lut, Pawang
deret, Pengulu Uwer, Pengulu Uten, Pengulu rerak, Urusen industri
perdagangan dan urusen Budaya dan pariwisata.

Perangkat kewilayahan terdiri dari dusun — dusun sebagaimana yang
dimaksud pada pasal 36 ayat (4) huruf C.

Rayat Genap Mufakat ( RGM ) mempunyai fungsi legislasi, fungsi
Penganggaran, fungsi pengawasan dan Fungsi Penyelesaian sengketa.
Imem Kampung dan Imem dusun mempunyai fungsi muperlu sunet,
memelihara harkat, martabat dan adat istiadat masyarakat kampung dan
membantu menyelesaikan sengketa

Petue mempunyai fungsi musidik sasat, memelihara harkat, martabat dan

adat istiadat masyarakat kampung dan membantu menyelesaikan sengketa.
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Ditinjau berdasarkan Figh Siyasah pemerintahan Desa mempunyai
wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana

dalam alQur’an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58
JAL 18852 oF W G (A3 1505 AT 1) B T34 Of 15536 @ O
oot o O @1 &) oy Kot U a0 &y

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.Dalam ajaran Islam, telah banyak
dijelaskan tentang pentingnya masalahnya pemerintahan baik yang menyangkut
urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, hal ini di karenakan adanya pendapat
bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, didalamnya terdapat sistem

ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya’

D struktur Organisasi Pemerintahan Desa / Kampung

Pemerintah Desa terdiri dari perangkat — perangkat sebagai berikut
:Kepala DesaKepala Desa dipilin langsung oleh dan dari penduduk desa,
seorang kepala Desa haruslah seorang warga Negara Indonesia yang memenuhi
syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam Perda tentang tata cara
pemilihan Kepala Desa. Untuk Desa yang memiliki hak tradisional yang masih
hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan Kepala Desa dilakukan berdasarkan
ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam Perda dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalahenam
tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Kepala Desa terpilin dilantik oleh Bupati/wali kota paling lambat 30 hari,

70 Imam Al mawardi,Al-Ahkam As-sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan
Negara Dalam Syari“at Islam( jakarta: Darul Falah, 2007), hal 2.
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setelah calon yang bersangkutan dinyatakan sebagai calon terpilih. Sebelum
memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapakan Janji/sumpah.”*Reje
merupakan kepala masyarakat hukum adat, mempunyai peranan yang sangat
penting dalam menata kehidupan masyarakat kampung. Dalam melakukan
peranannya, dia senantiasa harus “musuket sipet” yang artinya harus berusaha
selalu menegakan keadilan, kebenaran, kasih sayang di antara anggota belahnya.
la juga senantiasa harus suci (cuci), supaya dapat mensucikan kehidupan dalam
masyarakat yang dipimpinnya. Dalam mengambil suatu keputusan, seorang reje
harus senantiasa adil dan bijaksana. la harus menimbang sama berat dan dapat
membayangkan segala akibat dari keputusannya. Di samping musuket sipet,
seperti yang dinyatakan di atas, reje juga harus melakukan peranannya dengan
baik menurut norma - norma adat yang tersimpan dalam berbagai ungkapan adat
gayo.”

a. Perangkat Desa Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat
desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan. Sementara itu, sekretaris Desa yang sudah ada sebelum berlaku
UU No. 32 Tahun 2004 diisi oleh bukan PNS, namun secara bertahap
diangkat menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundang — undangan yang
berlaku.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa

b. Urusan pemerinthan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota,

yang diserahkan pengaturannya kepada desa

71 Prof. H. Rozali Abdullah, S.H, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan
Kepala Daerah Aecara Langsung, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal168 - 169

72 Darmawan, “Peranan Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo”’Kanun, Apriil 2010,
hal. 100
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C. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi,
dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota

d. Urusan Pemerinthan lainnya, yang oleh peraturan perundang —

undangan diserahkan Kepada Desa.”

€. Beberapa Perangkat Desa sebagai berikut :
1. Imem/ Imam Kampung

Imem mempunyai peranan tertentu, menurut adat Gayo disebut “muperiu
sunet”. Ungkapan adat ini dengan jelas menunjukan apa yang harus
dilakukan oleh imem dalam kehidupan masyarakat setelahnya. Ia
berkewajiban menegakan norma-norma agama (Islam). Caranya adalah
dengan jalan mengajarkan kepada anggota belahnya hukum-hukum Islam
yang dilambangkan oleh perkataan “Perlu” dan “Sunat” yang berasal dari
katakata “Fardu dan Sunnat” dalam lima kategori hukum Islam yang disebut
“Alahkam al-khamsah”. Selain dari menyebarkan ajaran Islam, Imem juga
berkewajiban menjaga agar norma-norma agama Islam tidak terlanggar
dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota belahnya dan
keputusan yang dilakukan oleh Reje (pengulu).”

2. Petue / Penasihat Kampung

Petue dalam melakukan perannya, harus selalu “musidik sasat”, yang
arti ungkapan adat ini adalah seorang “petue” harus senantiasa mengamati,
menyelidiki dan bahkan mengetahui semua keadan dan perkembangan yang
terjadi dalam belahnya. la harus segera menanggapi dan menyelesaikan
perselisihan yang terjadi antara para anggota belahnya, dan segera
menyampaikan apa yang diketahuinya dan soal-soal yang tidak dapat

dipecahkannya kepada reje.Reje sebagaimana dikatakan di atas,

73 Ibid, 170
7% Ibid, hal 101
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berkewajiban menyelesaikan setiap masalah, bagamanapun sulitnya, secara
bijaksana, adil dan benar.”
3.Rayat Genap Mufakat (RGM)

RGM (Rakyat Genap Mufakat) merupakan suatu organisasi yang berada
dalam pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah. Sarak Opat ini sangatlah
berpengaruh dalam suatu kampung di kabupaten aceh tengah. Setiap unsur
pemerintahan dalam kampung harus melaksanakan peranannya berdasarkan
norma-norma adat yang telah ditentukan. Jika salah satu dari unsur Sarak
Opat itu yang tidak melaksanakan peranan sebagaimana mestinya, sehingga

terjadi penyimpangan dari norma adat yang berlaku.

STRUKTUR PEMERINTAHAN
KAMPUNG DESPOT LINGE
KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH

IMEM REJE PETUE RGM
SUNARTO [—| SAMUDRI [ ARSAD — SUWARNO
1 |
BANTA !
AGUSTI MAULIANA I I I
URUSAN URUSAN PEMB. & URUSAN EKONOMI
BENDAHARA ADMINISTRASI UMUM KERJA & PEMB.
SUSILO SUSILO HARIONO ABD RANI
|
| 1
KADUS SUMBER SARI KADUS REJO SARI
ARJANI CAYO

(Gambar 1.1)

7> Ibid, hal 101
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STRUKTUR RAKYAT GENAP MUPAKAT (RGM)
KAMPUNG DESPOT LINGE
KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH

KETUA RGM
SUWARNO
| 1
WAKIL KETUA SEKRETSRIS
SUPARIYO M. BINGIN
[ |
ANGGOTA ANGGOTA
SUDARSONO (Gambar 1.2) ADE SUPRIYADI

Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang
diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan
adil yang dengan adanya pemerintah (struktur Organisasi) yaitu untuk
melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang — undang yang telah
dibuat dan mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara
kepada mereka tanpa membeda — bedakan antara satu individu dengan individu
lainnya serta menghilangkan pertentangan dan perselisinan antar masyarakat
dengan penuh keadilan. Firman Allah Swt dalam Qs Al — Maidah : 49

H 355 T S i
Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka
menurut apa yang diturunkan Allah.
Dan dalam Qs An Nisa : 58

-,

Jaaly 1,282 OF W G 2a&s By
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Artinya : Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
Ditinjau Berdasarkan Hadist berikut :
B g ade ) o A Jgey O lagis ) o) es o e ol
s i g 535 61 AU e sne VU wne) o b g, oSS
Ugr o9 oty Lehay oy e 2oy 8LMy ogie Jgs syt Jol e 6,
o Jgen (SUSG £, (SUSS VI s s 529 s JUs o ) ally Lo
)
Artinya : “Hadist Abdullah Bin Umar r.a bahwasannya Rasulullah SAW
bersabda:  “Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai
pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus
keadaan rakyat adalah pemimpin. la akan dimintai pertanggung jawaban tentang
rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarga di rumahnya.
Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. la akan diminta
pertanggung jawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin
terhadap harta benda tuannya, ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang
harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan
diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.”’®
Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar dihadapan
rakyat demikian juga kepada tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah,
memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Dan juga
diharuskan kepada masyarakat nya untuk menaati pemimpinnya

sebagaimana dalam Al-qur'an surah An — Nisa' ayat 59

76 A. Djazuli, FIQH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu
Syariah, PRENADA MEDIA, ( Bogor : 2003 ), him 10-11
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Artinya : Hai Orang — orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), Jika kamu benar —
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Pemerintah Desa atau Gampong berdasarkan UU No 11 Tahun 2006
Tentang Pemerintahan Aceh, lembaga adat tentang badan permusyawaratan
gampong disebut dengan Tuha peut atau mukim dan mengenai ketentuan lebih
lanjut mengenai lembaga adat tersebut diatur dengan Qanun Aceh No 10 Tahun
2008 Tentang Lembaga Adat. Dan ditingkat kabupaten sendiri salah satunya
dalam kabupaten Aceh Tengah badan permusyawaratan Kampung disebut
dengan unsur sarakopat yaitu reje, imem, petue dan RGM ( Rayat Genap
Mufakat ), ketentuan mengenai lembaga tersebut diatur dalam Qanun Kabupaten

Aceh Tengah No 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintah Kampung.



BAB TIGA
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Despot Linge

1.1 Sejarah Kampung Despot Linge
Kabupaten Aceh Tengah merupakan lokasi yang memiliki 14 kecamatan
dan 295 Desa. Daerah ini masih terus mengembangkan aspek kehidupan, seperti
pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Salah satu kecamatan yang ada di
Kabupaten Aceh Tengah yaitu Kecamatan Linge yang memiliki 22 Desa salah
satunya Kampung Despot Linge.”
1.1.1 Gambaran Kampung Despot Linge

Nama Kampung : Despot Linge
Kecamatan : Linge
Kabupaten : Aceh Tengah
Provinsi : Aceh

Luas Wilayah : 250.000 H
Jumlah KK : 1567 KK

Jih Penduduk 567 Jiwa
DPT/Wajib KTP : 453 Jiwa
Struktur Desa : Terlampir

a. Kondisi Kampung
Kampung Despot Linge, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah jika
dari pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah berkisar sekitar 30 Km yang
dapat ditempuh sekitar 45 menit.
Despot Linge merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan

Linge, Aceh tengah. Kampung Despot Linge pada awal mulanya adalah

7 Hasil wawancara dengan Bapak Samudri Reje di Kampung Despot Linge pada
tanggal 02 November 2019
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pemekaran dari Kampung Gelampang Gading pada tahun 2005. Kampung
Despot Linge dengan letak topografis tanah perbukitan dan iklim yang dingin
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian dan perkebunan. dibidang
perkebunan, masyarakat Despot Linge lebih banyak menanam kopi, cabe dan
Palawija lainnya. Berdasarkan observasi saya melihat bahwa 90% masyarakat
Kampung Despot Linge adalah suku Jawa, hanya 10% yang berasal dari suku
aceh dan gayo atau dikatakan sebagai pendatang. Kehidupan berbahasa sehari-
hari masyarakat Kampung Despot Linge yaitu berbahasa Jawa atau bahasa
Indonesia.

Kampung Despot Linge merupakan salah satu Kampung yang berada
dalam Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh, Kampung
Despot Linge memiliki 2 dusun 6 RT. Di Kampung Despot Linge terdapat 4
meunasah, serta 1 (satu) buah Masjid. Kampung Despot Linge terletak di
perbatasan kecamatan antara kecamatan Linge dan Kecamatan Atu Lintang.
mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani, pedagang dan yang

lainnya Swasta.

1.1.2 Batas Wilayah Kampung
Kampung Despot Linge termasuk dalam wilayah Kecamatan Linge,
Kabupaten Aceh Tengah dengan batas- batassebagai berikut :
Batas Timur : Kute Robel
Batas Barat  : Merah Jernang
Batas Selatan : Kute Riem

Batas Utara : Hutan Lindung/Kampung Datar

1.1.3 Kondisi Geografis Desa
Secara geografis Kampung Despot Linge Kecamatan Linge Kabupaten

Aceh Tengah, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:



No

Kondisi Georafis Desa

Iklim:
e Curah hujan
e Jumlah bulan hujan
e Suhu rata-rata harian
e Bentang wilayah
Tipologi:
Hamparan:
e Pesisir / Danau
e Dataran rendah/lembah
e Dataran tinggi
e Perbukitan / pegunungan

Pola mata pencaharian:

Pertanian
Perdagangan/jasa
Nelayan

Industri

Pola permukiman:

Menyebar
Melingkar
Mengumpul
Memanjang

Kekerabatan:

Geneologi
Territorial
Campuran

Perkembangan Desa:

Sangat tertinggal

Keterangan

Mm. 1,266 mm.
+ 5 Bulan.

23 °C.
Berbukit-bukit.

Tidak
Ya
Ya
Ya

Ya
Ya
Tidak
Ya

Ya
Tidak
Ya
Ya

Ya
Ya
Ya

Tidak
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e Tertinggal e Ya
e Berkembang e Ya
e Maju e Tidak
e Mandiri e Ya

1.1.4 Kondisi Fisik Desa
Kondisi fisik Kampung Despot Linge ditinjau dari segi pemanfaatan
lahan / lingkungannya, dapat dibagi dalam beberapa unsur pemanfaatan, yaitu:
1. Perumahan dan pemukiman
2. Area perkebunan
3. Jalan (menghubungkan beberapa Desa yang ada di sekitarnya).
1.1.5 Kondisi Demografis Kampung
Penduduk Kampung Despot Linge sebagian besar adalah penduduk asli
(pribumi) dan sebagiannya adalah pendatang yang namun relatif sangat sedikit
karena pada umumnya adalah pendatang yang menikah dengan penduduk
pribumi dan menetap di Despot Linge.
1.1.6 Kondisi Fisik dan Geologis Kampung Despot Linge
Wilayah Kampung Despot Linge secara umum terdiri dari tanah dataran

tinggi di wilayah perkebunan dan mempunyai lahan untuk menanam Kopi.

1.2 Gambaran Umum Rayat Genap Mupakat ( RGM )

RGM (Rakyat Genap Mufakat) merupakan salah satu unsur sarak opat,
dimana sarak opat ini terdiri dari reje,imeum,petue dan RGM (Rakyat Genap
Mufakat). RGM (Rakyat Genap Mufakat) pada mulanya merupakan BPK
(Badan Penasehat Kampung), namun setelah dikeluarkannya Qanun Kabupaten
Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, BPK (Badan Penasehat Kampung) diganti
menjadi RGM (Rakyat Genap Mufakat). dalam UU Pemerintahan Daerah UU
No 22 tahun 1999 maupun UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
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tidak tercantum tujuan pengaturan desa, karena merupakan sistem pemerintahan
terendah dalam suatu negara.”

Rayat Genap Mupakat (RGM) memiliki empat fungsi yang sudah
ditetapkan, fungsi — fungsi tersebut ialah fungsi legislasi,fungsi penganggaran,
fungsi pengawasan dan fungsi penyelesaian sengketa.RGM (Rakyat Genap
Mufakat) Di Kampung Despot Linge saat ini diketuai oleh Bapak Suwarno,
Pimpinan RGM (Rakyat Genap Mufakat) terhitung dari 1 Ketua RGM, 1 wakil
Ketua, 1 Sekretaris dan 2Anggota.

Anggota RGM adalah wakil dari penduduk kampung bersangkutan
berdasarkan keterwakilan dusun dan unsur yang ditetapkan dengan cara
musyawarah dan mufakat.

Anggota RGM bekerja sama dalam melaksanakan tugas RGM (Rakyat
Genap Mufakat). Baik dari tugas legislasi, penganggaran, pengawasan dan
penyelesaian persengketaan. RGM (rakyat Genap Mufakat) juga harus bekerja
sama dengan reje, petue dan imeum kampung, karena ke 3 unsur ini merupakan
unsur sarak opat yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.”

Syarat — syarat bakal calon RGM berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh
Tengan No 4 Tahun 2011 Tentang Pemrintahan Kampung dalam pasal 65 ayat 1
yaitu :

1. Bertaqwa Kepada Allah SWT dan taat menegakkan Syariat Islam
2. Warga Negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga kampung

dan bertempat tinggakl di kampung yang bersangkutan paling singkat 3

tahun terakhir dengan tidak terputus —putus.

3. Mampu membaca dan memahami kandungan Alquran yang dibuktikan

dengan surat keterangan dari imem kampung

78 Yusnaini Hasjimzoem, Dinamika Hukum Pemerintahan Desa, dalam Fiat Justisia :
Jurnal llmu Hukum, Vol. 8, No. 3, Juli — September 2014

79 Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno Rgm di Kampung Despot Linge pada
tanggal 01 November 2019
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4. Setia dan taat kepada pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang —
undangan yang berlaku
5. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
sederajat atau setara SLTP
6. Berumur Paling rendah 25 tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal
calon
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Tidakpernah dijatuhi sanksi adat
9. Berlakuan baik,berakhlak mulia, jujur,amanah dan adil
10. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang
diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan
keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumkecuali tindak
pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti atau rehabilitasi. *
Berdasarkan hasil wawancara kedua pada tanggal 13 Juli 2020 dengan
Ketua RGM bahwasanya Anggota RGM dipilih per RT/ perlorong minimal
yang sudah berkeluarga, jikatidak ada perjaka juga diperbolehkan sesuai

kesepakatan.®*

B. Implementasi Fungsi Rayat Genab Mupakat ( RGM ) di Kampung
Despot Linge
Implementasi yang penulis maksud disini adalah untuk melihat bagaimana
RGM melaksanakan Fungsinya sesuai ketetapan Qanun Kabupaten Aceh
Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung pada Pasal 58
ayat ( 1), Rayat Genap Mufakat melaksanakan fungsinya di Kampung Despot

Linge masih belum berjalan sesuai ketetapan Qanun Kabupaen. RGM lebih

80 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan
Kampung, hal 24.

81 Hasil Wawancara ke 2 dengan Bapak Suwarno Ketua Rgm di Kampung Despot
Linge pada tanggal 13 Juli 2020
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melaksanakan fungsinya dalam penyelesaian Sengketa yang Fungsi ini
diselesaikan dengan Unsur Sarakopat lainnya, yang diselesaikan dengan
Musyawarah dan adanya keputusan atau perjanjian di akhir musyawarah. Fungsi
RGM dalam penyelesaian sengketa dalam 4 Tahun Terakhir ini ada 3 Sengketa
yang diselesaikan yaitu mengenai Hewan Ternak Warga Kampung Gelampang
Gading Yang memasuki Kampung Despot Linge dan merusak lahan di
Kampung Despot Linge dan Kasus Pertengkaran, penyelesaian sengketa dalam
Kasus tersebut diselesaikan dengan musyawarah dengan Unsur sarakopat
lainnya,yang diselesaikan dengan adanya perjanjian tertulis dengan sanksi denda
berupa uang tunai sesuai dengan kerusakan mulai dari Rp 600.000.00 Hingga
Rp. 1.500.000.00, dan diharuskan warga untuk memagari lahan perkebunan dan
apabila dimalamhari dianggap yang masukke lahanialah binatang liar..
Kemudian Sengketa pertengkaran diselesaikan dengan Musyawarah di Kantor
Desa bersama para aparatur Desa dan membayar Denda Kampung berupa
Makan Bersama juga memohon maaf kepada seluruh masyarakat. Dan Sengketa
ketiga yaitu Sengketa Perzinaan di denda berupa 1 Ekor Kambing kurang lebih
berumur 1 % tahun, Beras dan lauk pauk secukupnya dan diwajibkan menikah.®?

Seharusnya tidak hanya fungsi penyelesaian sengketa saja yang dijalankan
tetapi fungsi — fungsi yang lain juga harus dilaksanakan, Seperti hal nya yang
dikatakan oleh Bapak Haryono, dia menginginkan adanya peraturan khusus
untuk kampung Despot Linge, peraturan khusus yang dimaksud ialah ganun
yang seharusnya di buat oleh RGM sebagai fungsi Legislasi di tingkat kampung.
Dengan adanya aturan tersebut maka ketika pemerintah kampung akan
mengambil keputusan atau tindakan, pemerintah kampung dapat berpedoman
dengan aturan yang yang telah ditetapkan. Jadi bukan hanya Fungsi
Penyelesaian Sengketa yang seharusnya dilaksanakan oleh RGM, fungsi RGM

harus sejalan dengan fungsi yang lainnya, terlebih utama dalam fungsi Legislasi,

82 Hasil Wawancara dengan Bapak Suwarno Ketua RGM di Kampung Despot Linge
pada tanggal 13 Juli 2020
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karena dengan adanya fungsi legislasi yaitu membuat aturan kampung atau
Qanun Kampung maka fungsi RGM yang lainpun akan mudah dilaksanakan.®

Aparatur Desa salah satunya RGM sendiri telah diberikan aturan agar
setiap harinya ada yang melakukan Piket hadir di Kantor Desa bertujuan untuk
bila sewaktu — waktu ada masyarakat yang memiliki keperluan maka ada
keterwakilan aparat yang ada ditempat, pada faktanya aparatur Desa atau
Anggota RGM (Rakyat Genap Mufakat) sendiri yang bekerja sebagai seorang
petani, lebih mementingkan pekerjaan masing masing dibandingkan dalam
mengurus tugasnya sebagai Anggota.®*

RGM (Rakyat Genap Mufakat) yang juga kurang bersosialisasi atau
kurang kepedulian dengan masyarakat, sehingga mengakibatkan sulitnya dalam
mengajak Masyarakat untuk bermusyawarah. Sehingga kemampuan
mengorganisasikan Masyarakat masih kurang, Setiap adanya pengumuman pun
yang disampaikan melalui pengeras suara masjid hanya sekitar 50 % dari
masyarakat Kampung Despot Linge yang berpartisipasi atas apa Yyang
diumumkan.

Pada dasarnya masyarakat juga miskin pemikiran terhadap kemakmuran
dan kesejahteraan kampung hanya sebagiannya saja yang mengerti, sehingga
banyak yang tidak mengkomentari pelaksanaan fungsi dari Rayat Genap
Mufakat (RGM) tersebut. Pelaksanan Fungsi Rayat Genap Mufakat sendiri tidak
berjalan baik dikarenakan Rayat Genap Mufakat masih miskin pengetahuan
salah satu faktor nya yaitu karena rendahnya Sumber Daya Manusia. ®

RGM (Rakyat Genap Mufakat) saat ini kurang memperhatikan dan perduli
terhadap fungsi dari Rayat Genap Mufakat ( RGM ) Itu sendiri, karena pada

8 Hasil Wawancara dengan Bapak Haryono Kaur Pemerintahan di Kampung Despot
Linge pada tanggal 02 November 2019

84 Hasil wawancara dengan Bapak Susilo Bendahara di Kampung Despot Linge pada
tanggal 02 November 2019

8 Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu masyarakat di Kampung Despot Linge pada
tanggal 02 November 2019
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dasarnya Fungsi RGM itu sendiri cukup penting untuk Masyarakat Kampung.
Seperti halnya fungsi RGM dalam membuat peraturan Kampung atau Qanun
Kampung Despot Linge sendiri dari adanya Rayat Genap Mufakat (RGM)
belum memiliki Qanun Kampung atau peraturan Kampung.

Qanun Kampung adalah penguat setiap keputusan dan perjanjian, dalam
rapat aparatur Se- Kabupaten juga dianjurkan untuk membuat Peraturan
Kampung dan Qanun Kampung, tetapi Pada Kenyatannya sampai sekarang tidak
ada Qanun tersebut.2®

Jadi, dari hasil wawancara dengan Reje Kampung Despot Linge, Ketua
RGM (Rakyat Genap Mufakat) Kampung Despot Linge dan 3 orang
Masyarakat. dapat peneliti simpulkan, bahwa RGM (Rakyat Genap Mufakat)
masih belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Dimana adapun
Fungsi dari RGM (Rakyat genap Mufakat) yang dapat peneliti simpulkan ialah,
RGM (Rakyat genap Mufakat) berfungsi untuk membentuk Qanun Kampung,
mengawasi penganggaran kampung, Fungsi Pengawasan dan penyelesaian
sengketa. Namun dari Fungsi RGM (Rayat Genap Mufakat), masih ada yang
belum dilaksanakan RGM (Rayat Genap Mufakat) Kampung Despot Linge.
Mengingat lembaga RGM merupakan lembaga yang tergolong muda yang
terbentuk pada tahun 2005 dan berada dikampung tidak mudah untuk
melakukan fungsinya secara optimal, dan jika dari kesejahteraannya sendiri
ketua RGM belum merasakan tetapi Karena ia sudah memiliki kewajiban maka
ia siap melakukan fungsidan tugasnya, terlihat dari hasil wawancara yang telah
peneliti lakukan.

C. Faktor Hambatan Rayat Genap Mufakat (RGM) dalam
Pelaksanaan Fungsi RGM di Kampung Despot Linge
Rayat Genap Mupakat (RGM) memiliki 4 (Empat) fungsi, dari ke empat

fungsinya yang sudah dijalankan jika dilihat dari hasil wawancara yaitu fungsi

8 Hasil wawancara dengan Bapak Haryono Kaur Pemerintahan di Kampung Despot
Linge pada tanggal 02 November 2019
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penyelesaian sengketa yang fungsi ini dilakukan secara bersama dengan unsur
sarakopat lainnya, dilihat dari hasil penelitian dalam pelaksanaan ketiga fungsi
RGM di Kampung Despot Linge memiliki faktor yang menjadi hambatan,
hambatan tersebut, yaitu
Fungsi Legislasi, yang menjadi faktor hambatan pelaksanaan fungsi ini adalah
rendahnya SDM di bidang hukum, kurangnya anggota RGM yang
berpendidikan tinggi seperti berpendidikan sampai perguruan tinggi, RGM di
Kampung Despot Linge tingkat pendidikannya hanya sampai pada tingkat SLTP
sesuai dengan syarat bakal calon RGM sehingga pengetahuan mengenai hukum
dan cara pembuatan hukum masih kurang® dan dari hasil wawancara RGM
sendiri mengakui bahwasanya kurangnya Kerjasama.®®
Fungsi Penganggaran, yang menjadi faktor hambatan nya vyaitu proses
persetujuan yang membutuhkan waktu lama, karena apapun yang diajukan harus
dengan persetujuan pemimpin tertinggi seperti anggaran mengenai
pembangunan juga harus menunggu persetujuan dari Reje kampung. Dan RGM
mengatakan bahwasanya hambatan lain dari fungsi penganggaran ini ialah
Kurang nya trasparasi Dana Desa Pemerintah kepada pemerintahan Desa.
Fungsi Pengawasan, yang menjadi faktor hambatannya ialah kurang
bersosialisasi terhadap masyarakat seperti RGM tidak mengikuti perkembangan
masyarakat dan kurangnya interaksi terhadap masyarakat, dan kurang koordinasi
antara pemerintahan dan pemerintah.

Hambatan merupakan suatu hal yang harus ada disetiap perencanaan,
pekerjaan bahkan dikehidupan kita sehari hari, setiap individu pasti memiliki

hambatan terhadap tujuan atau apa yang diinginkannya, terlebih lagi dalam

87 Hasil wawancara dengan Bapak Ibnu masyarakat di Kampung Despot Linge pada
tanggal 02 November 2019

8 Hasil Wawancara ke 2 dengan Bapak Suwarno Ketua Rgm di Kampung Despot
Linge pada tanggal 13 Juli 2020



50

kehidupan bermasyarakat, baik hambatan yang kecil maupun besar sekalipun
hambatan itu pasti ada.

Jadi, yang menjadi faktor utama tidak berjalannya fungsi — fungsi RGM
dengan baik adalah karena Kurangnya kerjasama dan transparasi serta
koordinasi antar pemerintahan dengan pemerintah Desa. Namun setiap
hambatan yang ada pasti ada jalan keluarnya, jadi jalan keluar bagi pelaksanaan
fungsi Rayat Genap Mufakat, yaitu dengan cara Meningkatkan kerjasama dan
peduli terhadap masyarakatnya, Disiplin kerja, serta mengikuti perkembangan
masyarakat dan bertanggung jawab.

Setiap kebijakan pasti ada sisi peluang, berlakunya UU No 6 tentang
Desa yang telah diperkuat PP. 43/2014 dan PP. 60/2014 tersebut membawa
peluang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa, dari pelaksanaan Fungsi RGM sendiri hal — hal
berikut ini bisa dilihat sebagai peluang, pertama pembentukan Produk Hukum
Desa, kedua peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan
ekonomi masyarakat di Desa seperti membangun sumber daya manusia (SDM),
meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, dan
memajukan perekonomian desa

D. Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Rayat Genap

Mufakat ( RGM ) Di Kampung Despot Linge

Penyelenggaraan pemerintahan Badan Permusyawaratan atau disebut
Rayat Genap Mufakat ( RGM ) yang mengatur kehidupan bersama dilaksanakan
dengan teori politik sarakopat, antara musyawarah dan demokrasi tidak dapat
dipisahkan dengan hak — hak rakyat sebagaiamana dalam kata — kata adat Gayo
menyebutkan Rayat genap mufakat (RGM) vyaitu rakyat berkewajiban
mengadakan musyawarah mufakat dan demokrassi tentang hal — hal yang terjadi

dikalangan rakyat sendiri, baik dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan
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lainnya untuk disampaikan kepada Reje ( kepala Desa ) supaya Reje dapat benar
— benar melaksanakan keinginan rakyat.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam berdasarkan teori Al Mawardi yang
merupakan tokoh pemikir politik islam dan sangat berpengaruh dalam
pemerintahan. Dalam bukunya Al — Ahkam Al sulthaniyah mendasarkan pada
teori Kontrak sosial, dalam teori kontrak sosial yang dikemukakannya dalam
implementasi adanya kerjasama dan adanya hubungan yang erat antara
pemimpin dan rakyatnya sesuai dengan sistem politik di Indonesia yaitu
demokrasi.

Dalam ajaran Islam, telah banyak dijelaskan, telah banyak dijelaskan
mengenai pentingnya pemerintahan yang baik yang menyangkut urusan duniawi
maupun urusan ukhrawi, hal ini dikarenakan islam adalah agama yang
komprehensif yang didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi,
sistem sosial dan sebagainya. Agar suatu tata kelola pemerintahan yang baik itu
terwujud, maka norma — norma yang harus dipenuhi adalah adanya partisipasi,
efisiensi, keadilan dan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi,
responsifitas, dan adanya visi.

Dalam perspektif Islam pemerintah untuk melaksanakan dan
menegakkan peraturan dan undang — undang yang telah ditetapkan dan
mengatur urusan masyarakat yaitu Menurut A .Hasjmy, ada tiga dasar untuk
menyelenggarakan pemerintahan yaitu keadilan pemerintah, ketaatan rakyat,
musyawarah antara pemerintah dengan rakyat dan prinsip — prinsip dasar
kepemimpinan yaitu amanah dan adil, Prinsip ini adalah dua hal yang tidak
dapat dipisahkan dalam menetapkan figh siyasah, keduanya harus diwujudkan
demi pemeliharaan martabat manusia, nilai keadilan ini di dalam sumber —

sumber islam banyak sekali, sebagaimana firman Allah Qs An — Nisa (4):58
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Artinya : Sesunggunya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan ( menyuruh kamu ) apabila menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
Sesungguhnya Allah lagi maha mendengar lagi maha melihat.

Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggungjawab besar dihadapan
rakyat demikian juga pada Allah,
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Artinya : “ Hadist Abdullah Bin Umar r.a bahwasannya Rasulullah SAW
bersabda: “ Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung
jawaban atas kepemimpinannya, Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat
adalah pemimpin. la akan dimintai pertanggung jawaban tentang rakyatnya.
Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarga di rumahnya. Seorang
wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. la akan diminta pertanggung
jawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta
benda tuannya, ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang harta tuannya.
Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung
jawaban tentang kepemimpinannya.”°
Dengan adanya tangggungjawab dari seorang pemimpin maka

diharapkan kesadaran konsep al-ukhuwah sebagai salah satu nilai dasar syari‘ah

8 A, Djazuli, FIQH SIYASAH Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu
Syariah, PRENADA MEDIA, ( Bogor : 2003 ), him 10-11
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yang dapat diturunkan asas responsivitas dalam kebutuhan masyarakat, nilai
dasar figh siyasah lainnya adalah amanah di dalam konsep amanah itu terdapat
suatu asas akuntabilitas, untuk melayani publik akuntabilitas dan transparasi
adalah kriteria yang penting dalam suatu implementasi. Faktor — faktor
pelaksanaan tinjauan figh siyasah terhadap implementasi Fungsi Rayat Genap
Mupakat adalah datang dari aturan yang berdasarkan Undang — Undang dan
aparatur itu sendiri misalnya datang ke kantor Desa dengan Disiplin, berpakaian
rapi ditempat kerja maka susunan kerja akan terasa nyaman dan rasa percaya
diri dalam bekerja akan tinggi, memiliki tanggungjawab yang tinggi, dengan
bertanggungjawab terhadap segala fungsinya menunjukkan implementasi fungsi
RGM terlaksana maksimal.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan
rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Fungsi Rayat Genap Mupakat (RGM ) di Kampung
Despot linge berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4
Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung dalam pasal 58 ayat ( 1)
yang fungsinya sebagai Fungsi Legislasi yaitu dalam pembentukan
aturan Kampung dan perubahan aturan Kampung, Fungsi Penganggaran
yaitu mengenai bentuk persetujuan atau tidak atas ganun Kampung
tentang APBKampung, Fungsi Pengawasan yaitu dalam pelaksanaan
APBKampung, pelaksanaan ganun kampung, dan penyelenggaraan
pemerintahan Kampung dan Fungsi Penyelesaian sengketa dalam rangka
penyelesaian sengketa atau permasalahan yang timbul dimasyarakat, dari
keempatnya hanya satu fungsi penyelesaian sengketa yang sudah
dijalankan, ketiga fungsi lainnya belum dilaksanakan oleh Rayat Genap
Mupakat ( RGM ) sesuai apa yang ditetapkan.

2. Faktor utama yang menjadi Hambatan RGM dalam melaksanakan
fungsinya ialah Kurangnya kerjasama dan transparasi serta koordinasi
antar pemerintahan dengan pemerintah Desa.

3. Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Rayat Genap
Mupakat (RGM ) di Kampung Despot Linge ialah belum berjalan sesuai
dengan figh siyasah. Karena Rayat Genap Mupakat (RGM) belum
melaksanakan Fungsinya sesuai dengan prinsip dasar kepemimpinan
yaitu amanah, Seharusnya implementasi fungsi RGM dijalan dengan tiga
dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yaitu keadilan pemerintah,

ketaatan rakyat, musyawarah antara pemerintah dengan rakyat
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. Saran

. Diharapkan kepada Pengurus RGM (Rakyat Genap Mufakat) untuk
memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat serta lebih
memperhatikan dan menjalankan fungsinya sesuai yang telah ditetapkan,
jika tidak memahami mengenai fungsinya disarankan untuk melakukan
pendidikan dan pelatihan.

. Diharapkan pengurus RGM (Rakyat Genap Mufakat) adalah pengurus
yang berpengalaman sehingga fungsinya dapat terlaksanakan dan lebih
meningkatkan interaksi dengan masyarakat.

. Diharapkan Rayat Genap mupakat (RGM) menjalankan fungsinya sesuai
dengan prinsip yang telah ditetapkan, agar pelaksanaan fungsi RGM di

Kampung Despot Linge berjalan dengan sebagaimana mestinya.
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